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Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir
berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang K ehutanan. Sebagai penelitian yuridis
normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan
dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di
kawasan tersebut. | zin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan
diperolehnyaizin, maka penerimaizin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya
kegiatan pertambangan PT. Mitra Bara Jaya di kawasan tersebut diakibatkan karena pemerintah tidak
campur tangan dalam penghitungan biaya ganti investasi dan justru menyerahkan penyel esaian tersebut
melalui skema business to business. Hal ini menunjukkan kelemahan manajemen pemerintah untuk
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwatelah
terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari karenatelah melakukan pengabaian kewajiban hukum dan
penundaan berlarut terkait penyelesaian permasalahan ganti biayainvestas antara PT. Mitra Bara Jaya
dengan PT. Adindo Hutani Lestari.

....The usage of forest areafor development purpose besides forestry activity is accommodated based on
Article 38 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Asanormative juridical study, this article
discusses the overlapping areas that occur between mining businesses and forestry cultivation activities that
have an impact on the obstruction of mining business activities in these areas. Permit is one form of control
by the Government, so that by obtaining license, the permit recipient should be able to carry out mining
activities. PT. Mitra Bara Jaya's mining activity is delayed because instead of interfere in calculating the cost
of investment, the Government hands over the settlement through a Business-to-Business scheme. This
shows the weakness of government management to provide legal certainty for business. Ombudsman of the
Republic of Indonesia argues that there has been a maladministration by the Indonesian Minister of
Environment and Forestry cq the Director General of Sustainable Production Forest Management due to the
neglection of legal obligation and prolonged delay related to the resolution of the compensation on cost of
investment issue between PT. Mitra Bara Jayaand PT. Adindo Hutani Lestari.
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